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BAB |
GAMBARAN UMUM

A. Dasar Hukum Evaluasi

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KIP Aceh Tahun
2022 dilaksanakan berdasarkan:

1.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;

Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelengaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
Surat Tugas Inspektur Utama Setien KPU Nomor 556/PW.01-ST/10/2023
tanggal 14 Juni 2023 perihal Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 pada KIP Aceh dan KIP
Kabupaten/Kota wilayah Aceh; dan

Surat Tugas Inspektur Utama Setjen KPU Nomor 596/PW.02-ST/10/2023
tanggal 26 Juni 2023 perihal Melaksanakan Evaluasi Implementasi SAKIP
Tahun 2022 pada KIP Aceh dan KIP Kabupaten/Kota wilayah Aceh.

B. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan tujuan:

1.

2:
3.
4

Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;

Menilai tingkat implementasi SAKIP:

menilai tingkat akuntabilitas kinerja;

Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan
kelembagaan akuntabilitas kinerja unit kerja KIP Aceh; dan

Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.




C. Ruang Lingkup Evaluasi

1.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen meliputi
perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi
akuntabilitas kinerja internal. Laporan Kinerja KIP Aceh Tahun 2022,
merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis
(Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Perjanjian
Kinerja serta dokumen terkait lainnya; dan

Periode yang dievaluasi adalah manajemen kinerja periode 1 Januari 2022
sampai dengan 31 Desember 2022.

D. Batasan dan Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran/keakuratan, dan legalitas

data/dokumen berada di pihak KIP Aceh. Auditor hanya bertanggung jawab

terhadap simpulan hasil evaluasi sebagai hasil pengujian berdasarkan

data/dokumen yang diberikan/ditunjukkan oleh pihak KIP Aceh.

E. Tempat dan Jangka Waktu Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan selama 8 (delapan) hari mulai tanggal 15 sampai

dengan 3 Juli 2023 bertempat di Kantor Inspektorat Utama Setjen KPU.

F. Metodologi dan Teknik Evaluasi

1.

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja
dengan menggunakan teknik “criteria referred survey’ (penilaian secara
bertahap dan secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-
masing komponen); dan

Beberapa teknik evaluasi yaitu konfirmasi, studi dokumentasi atau
kombinasi beberapa teknik tersebut, sedangkan teknik analisis data antara
lain telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran, metode

statistik, pembandingan, analisa logika program dan sebagainya.

G. Kriteria Penilaian

Lembar Kerja Evaluasi (LKE) menyajikan komponen, sub-komponen serta

dilengkapi dengan kriteria penilaian dengan bobot sebagai berikut:




Sub-Komponen
Komponen Sub-Komponen 1 Sub-Komponen 2 Sub-Komponen 3 I;-:I';T:It
Keberadaan (20%) Kualitas (30%) Pemanfaatan (50%)
Perencanaan Kinerja 6 9 15 30
Pengukuran Kinerja 6 9 15 30
Pelaporan Kinerja 3 45 7.5 15
S K s | =
::::r?akuntabilitas 20 30 50 100

Hasil evaluasi akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan
tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kategori
predikat sebagai berikut:

No | Kategori | Nilai Angka Interpretasi

1 AA >90 — 100 Sangat Memuaskan

2 A >80 -90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat
akuntabel

3 BB >70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem
manajemen kinerja yang andal.

4 B >60-70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki system yang
dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit
perbaikan.

5 CcC >50 - 60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat

kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk
memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu
banyak perbaikan tidak mendasar.

6 C >30-50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki
sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor
dan perbaikan yang mendasar.

7 D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk
penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian

perubahan yang sangat mendasar.

H. Gambaran Umum Evaluatan
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tugas dari KIP Aceh
antara lain menjabarkan program dan melaksanakan anggaran,
melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di KIP Aceh yang
dilaksanakan di KIP Kabupaten/Kota. Sedangkan tugas Sekretariat KIP Aceh

mempunyai tugas antara lain membantu penyusunan program dan




anggaran Pemilu, memberikan dukungan teknis administratif, membantu
pelaksanaan tugas KIP Aceh dalam menyelenggaraan Pemilu. Berdasarkan
Keputusan KPU RI Nomor 541/ORT.01-Kpt/01/KPUNI11/2021 tentang Tipelogi
Sekretariat KIP Aceh, tipelogi sekretariat KIP Aceh adalah Tipe B.
Pelaksanaan tugas dan fungsi KIP Aceh dalam melaksanakan program dan
kegiatan digambarkan dalam laporan kinerja, yang mencerminkan capaian
kinerja yang telah dilaksanakan dan dinilai serta dievaluasi untuk upaya
perbaikan berkelanjutan.

Berikut adalah Data Umum Obyek Evaluasi

Satuan Kerja . KIP Aceh

Alamat : JIL T. Nyak Arief Komplek Gedung Arsip
Banda Aceh

Ketua . Samsul Bahri

Sekretaris : Muchtaruddin




BAB Ii
URAIAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP KIP Aceh Tahun 2022 menunjukkan nilai

sebesar 71,50 dengan kategori "BB" atau "SANGAT BAIK" dengan rincian
sebagai berikut:

No Uraian Bobot Nilai Persentase
1 | Perencanaan Kinerja 30,00 24 .60 82,00%
2 | Pengukuran Kinerja 30,00 24 60 82,00%
3 | Pelaporan Kinerja 15,00 10,05 67,00%
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 25,00 12,25 49,00%

Internal
Nilai Hasil Evaluasi 100,00 71,50 71.50%
Kategori Akuntabilitas BB

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen manajemen kinerja tersebut
adalah sebagai berikut:
1. Perencanaan Kinerja

Sub Komponen Bobot | Nilai | Capaian
PERENCANAAN KINERJA 30 2460 | 82,00%
a. Keberadaan

Dokumen perencanaan kinerja telah tersedia 6 5,40

b. Kualitas

Dokumen Perencanaan kinerja  telah
memenuhi standar yang baik, yaitu untuk
mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang

SMART, menggunakan penyelarasan 9 7,20
(cascading) disetiap level secara logis, serta

memperhatikan kinerja bidang lain

(crosscutting).

c. Pemanfaatan

Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk

mewujudkan hasil yang berkesinambungan 15 12,00

Beberapa hasil evaluasi dan catatan pada komponen Perencanaan Kinerja
adalah sebagai berikut:




a. Sub-Komponen Keberadaan

1) KIP Aceh telah menyusun Renstra sesuai dengan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 357/PR.01.3-
Kpt/01/KPUNI/2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Strategis Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

2) Dokumen Renstra KIP Aceh Tahun 2020-2024 telah memuat Visi,
Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Stretegi Nasional,
Arah Kebijakan dan Strategi KIP Aceh, Kerangka Regulasi dan
Kelembagaan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan, dan
Penutup. Renstra KIP Aceh telah selaras dengan Renstra KPU RI;

3) Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek berupa
Perjanjian Kinerja Sekretaris dan Ketua, namun belum melampirkan
Perjanjian Kinerja Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian di KIP Aceh:

4) Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) telah disusun dan telah
memuat sasaran dan indikator kinerja serta target kinerja tahunan.
Target kinerja telah selaras dengan dokumen Renstra;

5) Dokumen Rencana Aksi Kinerja (RAK) telah disusun dan telah
menyajikan informasi terkait target kegiatan, waktu pelaksanaan
kegiatan serta anggaran per masing-masing kegiatan, namun RAK
yang dilampirkan belum selaras dengan Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) yang telah disusun;

6) Dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja berupa
RKA-K/L telah dilampirkan.

b. Sub-Komponen Kualitas
1) Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan dengan
ditandatangani oleh Sekretaris KIP Aceh namun belum dipublikasikan
melalui website KIP Aceh:
2) Indikator Kinerja Utama (IKU) telah di susun, namun belum
diformalkan melalui Keputusan KIP Aceh:




3) Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menyajikan informasi cara
pengukuran dan menampilkan sumber data, sehingga capaian IKU
belum sepenuhnya dapat terukur:

4) Atas indikator kinerja Persentase KIP Kabupaten/Kota yang memiliki
"Pendidikan Memilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat
umum, tidak spesifik dan tidak dapat terukur;

5) Perjanjian Kinerja KPU dan Sekretariat telah disusun selaras dengan
Renstra dan RKT serta telah dituangkan ke dalam matriks kegiatan;

6) Belum seluruh sub bagian menyusun Perjanjian Kinerja, namun
perumusan dan pencapaian kinerja masing-masing pegawai telah
dituangkan ke dalam SKP.

c. Sub-Komponen Pemanfaatan

1) Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin
dicapai dan telah dituangkan dalam Rencana Aksi dan RKA-KI/L;

2) KIP Aceh berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah
direncanakan dengan melakukan rapat internal pembahasan capaian
kinerja dan setiap pegawai juga memahami dan berkomitmen dalam
mencapai kinerja;

3) Atas hasil rapat pembahasan kinerja pada KIP Aceh telah seluruhnya
terdokumentasikan dengan baik (Surat Undangan, Daftar Hadir serta
Notulensi Rapat) belum dituangkan secara detail ke dalam notulensi
sehingga belum tergambar seluruhnya terkait pembahasan capaian
kinerja yang dilakukan oleh KIP Aceh.

2. Pengukuran Kinerja

Sub Komponen Bobot | Nilai | Capaian
PENGUKURAN KINERJA 30 2460 | 82,00%
a. Keberadaan
Pengukuran Kinerja telah dilakukan. 6 5,40

b. Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan
dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan
Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang 9 7,20
dan berkelanjutan.




Sub Komponen Bobot | Nilai | Capaian

c. Pemanfaatan

pem

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam

penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja
yang efektif dan efisien. J

berian Reward d Puni
W, an unishment, serta 15 12,00

Beberapa hasil evaluasi dan catatan pada komponen Pengukuran Kinerja

adalah sebagai berikut:

a. Sub
1)

2)

b. Sub
1)

3)

4)

-Komponen Keberadaan

Belum terdapat SOP dalam pengumpulan data kinerja dan cara
mengukur indikator kinerja;

Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja yang dapat
diandalkan.

-Komponen Kualitas

Pengumpulan dan pengukuran data kinerja telah memanfaatkan
Teknologi Informasi melalui Aplikasi Sakti, Monev Bappenas dan
SMART;

Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian
kinerja yang diharapkan melalui Laporan yang dihasilkan dari Aplikasi
Sakti, Monev Bappenas dan SMART telah dilampirkan;

Pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara berkala dari Laporan
Monev Triwulanan dan Laporan E-Monev SMART: dan

Rapat pembahasan pengukuran kinerja pada KIP Aceh belum
dituangkan secara detail pada notulensi sehingga belum tergambar
seluruhnya terkait menggambarkan hasil pemantauan dan
pengukuran capaian kinerja per Divisi serta per masing-masing
subbagian yang dilakukan oleh KIP Aceh.

c. Sub-Komponen Pemanfaatan

1)

2)

3)

KIP Aceh telah menerapkan absensi dan output kinerja harian sebagai
dasar perhitungan tunjangan kinerja pegawai;

Terdapat mutasi/rotasi pegawai dan perubahan struktur organisasi
pada KIP;

Pengukuran kinerja dilakukan melalui Laporan Monev Triwulan:




4) Terdapat efisiensi anggaran berdasarkan laporan realisasi anggaran
Aplikasi SAKTI dan Monev Bapenas, namun belum mencerminkan
output yang telah dicapai sehingga belum bisa dinilai efisiensinya;

o) Rapat pembahasan pengukuran kinerja pada KIP Aceh terkait dengan
bagaimana pengukuran kinerja mempengaruhi Strategi, Kebijakan,
Aktivitas dan Anggaran dalam Pencapaian Kinerja belum seluruhnya
terdokumentasikan dengan baik (Surat Undangan, Daftar Hadir serta
Notulensi Rapat). Hasil rapat belum dituangkan secara detail pada
notulensi, dan belum menyajikan terkait rekomendasi perbaikan atas
hasil pengukuran kinerja; dan

6) Setiap pegawai di KIP Aceh telah mengukur kinerja setiap 3 bulan.

3. Pelaporan Kinerja

Sub Komponen Bobot | Nilai Capaian
PELAPORAN KINERJA 15 10,05 67,00%
a. Keberadaan
Terdapat Dokumen Laporan yang 3 2 40
menggambarkan Kinerja

b. Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi
Standar menggambarkan Kualitas atas
Pencapaian Kinerja, informasi | 4.5 3,15
keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya
perbaikan/penyempurnaannya

c. Pemanfaatan

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak

yang besar dalam penyesuaian i 450
strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja
berikutnya.

Beberapa hasil evaluasi dan catatan pada komponen Pelaporan Kinerja
adalah sebagai berikut:
a. Sub-Komponen Keberadaan
1) Laporan Kinerja telah disusun secara berkala dan tepat waktu, serta
telah ditandatangani oleh Sekretaris KIP Aceh:
2) Laporan Kinerja tahun 2022 belum dipublikasikan melalui website KIP
Aceh;




3)

Laporan Kinerja tahun 2021 telah dilakukan reviu oleh Inspektorat
Utama Setjen KPU pada tahun 2022.

b. Sub-Komponen Kualitas

1)

2)

4)

5)

6)

Laporan Kinerja telah disusun dengan mengacu pada Permen PAN
RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5/PR.03.1-Kpt/03/KPU/I/2018
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Laporan Kinerja telah menyajikan informasi capaian kinerja setiap
program kegiatan dan telah mencantumkan perbandingan realiasi
kinerja dengan target tahunan:

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi perbandingan realisasi
kinerja dengan target jangka menengah:;

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi perbandingan realisasi
kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya secara berturut-turut:
Laporan Kinerja belum menyajikan informasi perbandingan realisasi
kinerja dengan realisasi kinerja nasional;

Laporan Kinerja belum menyajikan informasi mengenai upaya
perbaikan (rekomendasi perbaikan kinerja).

c. Sub-Komponen Pemanfaatan

1)

2)

Informasi dalam laporan kinerja berkala seperti Laporan E- Monev
belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan
perubahan kegiatan yang akan dilaksanakan:

Laporan Kinerja belum menjelaskan terkait penyesuaian perencanaan
kinerja yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya;

3) Informasi dalam LAKIP belum mencerminkan budaya kinerja

organisasi;

4) Laporan Kinerja yang disusun belum menyajikan informasi yang

memadai dalam menetapkan sasaran strategis atau hasil
program/kegiatan;
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5) Rapat pembahasan atas pelaporan kinerja pada KIP Aceh terkait
dengan bagaimana Informasi dalam laporan kinerja berkala digunakan
dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian
penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja serta evaluasi
pencapaian keberhasilan kinerja. Hasil rapat belum dituangkan secara
detail pada notulensi, serta belum menyajikan rekomendasi atas hasil
pelaporan kinerja;

6) Laporan Kinerja telah memberikan informasi target kinerja dan
anggaran berdasarkan program namun untuk informasi realisasi
kinerja dan perjanjian kinerja masing-masing sub bagian belum
dituangkan dalam Laporan Kinerja tahun 2022;

7) Laporan Kinerja belum menjabarkan evaluasi pencapaian
keberhasilan kinerja; dan

8) Pada Laporan Kinerja belum menyajikan rekomendasi untuk
perencanaan kinerja tahun berikutnya berdasarkan hambatan dalam
pelaksanaan kinerja tahun sebelumnya serta belum menyajikan
informasi mengenai perubahan budaya kinerja organisasi dengan

memberikan rekomendasi atas hambatan yang ada pada KIP Aceh.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Sub Komponen Bobot | Nilai Capaian

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA 25 12.25 49.00%
INTERNAL
a. Keberadaan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah 5 4

dilaksanakan
b. Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah

dilaksanakan secara berkualitas dengan| 7.5 4,5

Sumber Daya yang memadai
c. Pemanfaatan

Implementasi SAKIP telah meningkat karena
evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga 12.5 3.75
memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam
efektifitas dan efisiensi Kinerja

Beberapa hasil evaluasi dan catatan pada komponen Evaluasi Internal adalah
sebagai berikut:
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a. Sub-Komponen Keberadaan

1) Pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mengacu pada

2)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah:

Terdapat laporan monitoring/notulen, berita acara rapat pembahasan,
timeline kegiatan yang akan dilaksanakan dan capaian kinerja yang
dilaksanakan secara berjenjang.

b. Sub-Komponen Kualitas

1)

2)
3)

4)

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya dilaksanakan
dengan pendalaman yang memadai pada setiap sub bagian;
Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan;

Evaluasi belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang
memadai meliputi target kinerja; dan

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan
menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

c. Sub-Komponen Pemanfaatan

1)

2)

3)

Rekomendasi LHE SAKIP Tahun 2021 secara simultan dilakukan
perbaikan dalam penyusunan SAKIP tahun 2022 meskipun belum
seluruhnya ditindaklanjuti;

Belum ada analisis mendalam atas efisiensi anggaran terhadap
ketercapaian output baik dari segi kualitas maupun kuantitas sebagai
dukungan untuk pencapaian efektivitas dan efisiensi kinerja; dan
Belum sepenuhnya dilakukan perbaikan dan peningkatan kinerja

berdasarkan hasil evaluasi AKIP.
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BAB llI
SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas Implementasi AKIP KIP Aceh Tahun 2022 menunjukkan
nilai sebesar 71,50 dengan kategori "BB" atau "SANGAT BAIK" dengan
rincian sebagai berikut:

No Uraian Bobot Nilai Persentase
1 | Perencanaan Kinerja 30,00 24,60 82,00%
2 | Pengukuran Kinerja 30,00 24 60 82,00%
3 | Pelaporan Kinerja 15,00 10,05 67,00%
4 | Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | 25,00 12,25 49,00%
Internal
Nilai Hasil Evaluasi 100,00 71,50 71.50%
Kategori Akuntabilitas BB
|
B. Saran

Inspektorat Utama Setjien KPU merekomendasikan kepada Sekretaris
KIP Aceh agar menindaklanjuti saran perbaikan dari setiap komponen
manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada
penyusunan laporan kinerja tahun berikutnya sebagai berikut:
a. Perencanaan Kinerja

1) Sub-Komponen Keberadaan

a) Menyusun Perjanjian Kinerja sebagai dokumen perencanaan
kinerja jangka pendek pada setiap bagian dan subbagian pada
KIP Aceh;

b) Menyusun rencana kerja menggambarkan dan menjabarkan
sasaran, program, kegiatan, indikator kinerja program, indikator
kinerja kegiatan, dan alokasi anggaran serta target-target yang
akan dicapai.

2) Sub-Komponen Kualitas

a) Menyusun dan menetapkan Indikator Kinerja dengan memenuhi

kriteria SMART. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan
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program atau sasaran. Contoh indikator (ukuran keberhasilan)
adalah prosentase, rata-rata, index, kualitatif, rasio, nilai dan
kuantitatif (jJumlah). Penetapan Indikator sebaiknya menyesuaikan
dengan tugas dan fungsi serta kewenangan KIP Aceh:;

b) Menyajikan informasi cara pengukuran dan sumber data atas
indikator kinerja yang telah ditetapkan;

¢) Menyusun Rencana Aksi Kinerja (RAK) agar disesuaikan dengan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang telah disusun dengan
menyajikan informasi terkait target kegiatan, waktu pelaksanaan
kegiatan serta anggaran per masing-masing kegiatan:

d) Menyusun matriks kegiatan belum seluruhnya menggambarkan
kesinambungan antara masing-masing bagian dan hasil yang akan
dicapai di setiap level jabatan:

e) Dokumen perencanaan kinerja berupa Renstra, IKU, Perjanjian
Kinerja, RKT, dan RAK agar dipublikasikan melalui website KIP
Aceh;

f) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah disusun agar ditetapkan
melalui Surat Keputusan; dan

g) Meningkatkan Kerjasama antara KIP Aceh dengan instansi terkait
tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas
antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan
(Crosscutting) supaya Kinerja dapat tercapai.

3) Sub-Komponen Pemanfaatan

Mendokumentasikan dengan baik dan lengkap (Surat Undangan,

Daftar Hadir serta Notulensi Rapat) terkait rapat pembahasan

perencanaan kinerja pada KIP Aceh serta menuangkan secara detail

hasil rapat pada notulensi sehingga tergambar seluruhnya
pembahasan capaian kinerja yang dilakukan oleh KIP Aceh.

b. Pengukuran Kinerja
1) Sub-Komponen Keberadaan
a) Menyusun dan menetapkan SOP agar mekanisme pengumpulan
data kinerja dapat dilaksanakan secara berkala, serta dokumen
capaian kinerja terdokumentasi secara memadai.
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b) Menetapkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data
kinerja dan sumber data yang dapat diandalkan
2) Sub-Komponen Kualitas
a) Menyusun laporan monitoring evaluasi setiap triwulan yang
memberikan informasi faktor pendorong, faktor penghambat, dan
rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak
mencapai target di setiap triwulan: dan
b) Menuangkan hasil rapat secara detail pada notulensi sehingga
menggambarkan hasil pemantauan dan pengukuran capaian
kinerja per Divisi serta per masing-masing sub bagian yang
dilakukan oleh KIP Aceh.
3) Sub Komponen Pemanfaatan
a) Melakukan analisa atas pencapaian kinerja  dengan
memanfaatkan laporan realisasi anggaran Aplikasi SAKTI dan
Monev Bapenas sehingga mampu menampilkan output yang telah
dicapai dan mampu dinilai efisiensinya;
b) Menyusun laporan monitoring evaluasi setiap triwulan yang
memberikan informasi faktor pendorong, faktor penghambat, dan
rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak

mencapai target di setiap triwulan.

c. Pelaporan Kinerja
1) Sub-Komponen Keberadaan
Melakukan reviu internal oleh KIP Aceh atas Laporan Kinerja yang
dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu dilengkapi dengan Surat
Pernyataan Telah Direviu sebelum dilaksanakan reviu oleh Inspektorat
Utama Setjen KPU.
2) Sub-Komponen Kualitas
a) Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan
informasi mengenai target yang akan dicapai dibandingkan
realisasi kinerja selama 3 tahun berturut-turut;
b) Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan
informasi mengenai capaian kinerja setiap program kegiatan dan
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d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1) Sub-Komponen Kualitas

a)

b)

Menyusun laporan monitoring evaluasi yang dilakukan secara
berkala dengan memberikan informasi mengenai target kinerja,
realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan
rekomendasi perbaikan,

Agar menetapkan pejabat/pegawai untuk melaksanakan evaluasi
AKIP secara internal sebelum dilakukan evaluasi oleh APIP
Inspektorat Utama Setjen KPU;

Menyusun Laporan monitoring evaluasi dengan pendalaman yang
memadai meliputi target kinerja, realisasi kinerja, faktor

pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi secara berkala.

2) Sub-Komponen Pemanfaatan

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan hasil evaluasi atas SAKIP Tahun
2023.

Inspektur Wilayah |,

M. Syahrizal Iskandar
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LAMPIRAN



Menimbang

Dasar

KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS

NOMOR: gg6 [/ fw.00 - <1/ 10/ W1y

bahwa dalam rangka menilai perkembangan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di satuan
kerja Wilayah 1.1 maka diperlukan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di satuan
kerja Wilayah I.1;

Surat Sekretaris Jenderal Nomor 2115/PW.01-SD/10/2023
tanggal 9 Juni 2023 perihal Evaluasi Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun
2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Tugas
Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang;

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;



b)

Menetapkan mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data
kinerja dan sumber data yang dapat diandalkan

2) Sub-Komponen Kualitas

a)

Menyusun laporan monitoring evaluasi setiap triwulan yang
memberikan informasi faktor pendorong, faktor penghambat, dan
rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak
mencapai target di setiap triwulan; dan

Menuangkan hasil rapat secara detail pada notulensi sehingga
menggambarkan hasil pemantauan dan pengukuran capaian
kinerja per Divisi serta per masing-masing sub bagian yang
dilakukan oleh KIP Aceh.

3) Sub Komponen Pemanfaatan

a)

b)

Melakukan analisa atas pencapaian kinerja dengan
memanfaatkan laporan realisasi anggaran Aplikasi SAKTI dan
Monev Bapenas sehingga mampu menampilkan output yang telah
dicapai dan mampu dinilai efisiensinya;

Menyusun laporan monitoring evaluasi setiap triwulan yang
memberikan informasi faktor pendorong, faktor penghambat, dan
rencana perbaikan/rekomendasi untuk capaian kinerja yang tidak
mencapai target di setiap triwulan.

c. Pelaporan Kinerja

1) Sub-Komponen Keberadaan

2)

Melakukan reviu internal oleh KIP Aceh atas Laporan Kinerja yang

dituangkan dalam Laporan Hasil Reviu dilengkapi dengan Surat

Pernyataan Telah Direviu sebelum dilaksanakan reviu oleh Inspektorat
Utama Setjen KPU.
Sub-Komponen Kualitas

a)

Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan
informasi mengenai target yang akan dicapai dibandingkan
realisasi kinerja selama 3 tahun berturut-turut;

Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan

informasi mengenai capaian kinerja setiap program kegiatan dan
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d)

telah mencantumkan perbandingan realiasi kinerja dengan target
tahunan dan target jangka menengah;

Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan
informasi mengenai target yang akan dicapai dibandingkan
realisasi tahun berjalan dengan realisasi kinerja di level nasional;
Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan
informasi terkait besaran efisiensi sumber daya dalam mencapai
kinerja;

Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan
informasi mengenai hambatan selama  pelaksanaan
program/kegiatan/sub kegiatan dan upaya
perbaikan/rekomendasi perbaikan; dan

Mempublikasikan dokumen laporan kinerja melalui website KIP
Aceh.

Sub-Komponen Pemanfaatan

a)

b)

Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan
informasi kinerja secara berkala dalam penyesuaian penggunaan
anggaran untuk mencapai kinerja;

Melakukan perbaikan atas laporan kinerja dengan menyajikan
rekomendasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya
berdasarkan hambatan dalam pelaksanaan kinerja tahun
sebelumnya serta menyajikan informasi mengenai perubahan
budaya kinerja organisasi dengan memberikan rekomendasi atas
hambatan yang ada pada KIP Aceh; dan

Mendokumentasikan dengan baik dan lengkap (Surat Undangan,
Daftar Hadir serta Notulensi Rapat) terkait bagaimana Informasi
dalam laporan kinerja berkala digunakan dalam penyesuaian
aktivitas untuk mencapai kinerja, penyesuaian penggunaan
anggaran untuk mencapai kinerja serta evaluasi pencapaian
keberhasilan kinerja serta menuangkan secara detail hasil rapat
pada notulensi sehingga tergambar seluruhnya pembahasan
capaian kinerja yang dilakukan oleh KIP Aceh.
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d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1) Sub-Komponen Kualitas

a)

b)

Menyusun laporan monitoring evaluasi yang dilakukan secara
berkala dengan memberikan informasi mengenai target kinerja,
realisasi kinerja, faktor pendorong, faktor hambatan, dan
rekomendasi perbaikan;

Agar menetapkan pejabat/pegawai untuk melaksanakan evaluasi
AKIP secara internal sebelum dilakukan evaluasi oleh APIP
Inspektorat Utama Setjen KPU;

Menyusun Laporan monitoring evaluasi dengan pendalaman yang
memadai meliputi target kinerja, realisasi kinerja, faktor
pendorong, faktor hambatan, dan rekomendasi secara berkala.

2) Sub-Komponen Pemanfaatan

Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 untuk

perbaikan kinerja dan peningkatan hasil evaluasi atas SAKIP Tahun
2023.

Inspektur Wilayah I,

M. Syahrizal Iskandar
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LAMPIRAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS
NOMOR: gg6 / ?w.or - &1 /\0/01%

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai perkembangan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di satuan
kerja Wilayah 1.1 maka diperlukan Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) terhadap KPU
Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di satuan
kerja Wilayah I.1;

b.  Surat Sekretaris Jenderal Nomor 2115/PW.01-SD/10/2023
tanggal 9 Juni 2023 perihal Evaluasi Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun
2022,

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Surat Tugas
Inspektur Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-
Undang;

S.  Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;



Kepada

Untuk

S5

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memberi Tugas

Pejabat Struktural, Fungsional Auditor dan Fungsional Umum
pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana

terlampir.

1. Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 terhadap 65 (enam puluh lima)
satuan kerja KPU di Wilayah Aceh, Banten, Bengkulu, Maluku
Utara, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara selama 9
(sembilan) hari kerja dengan rincian sebagai berikut:

a. perencanaan evaluasi selama 1 (satu) hari kerja mulai
tanggal 14 Juni 2023;

b. pelaksanaan evaluasi selama 5 (lima) hari kerja mulai
tanggal 15 sampai dengan tanggal sampai dengan tanggal
21 Juni 2023; dan

c. penyusunan laporan hasil evaluasi selama 3 (tiga) hari
kerja mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 Juni
2023.

2. Kepada nama-nama tersebut dilarang menerima segala bentuk
apapun baik berupa uang/hadiah/fee atau bentuk lainnya
yang tidak sah (tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku);

3. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan penuh tanggung jawab;

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Inspektur Utama.

Jakarta, 14 2wl lo1s

Inspektur Utama,

i

—

Nanang Priysl_;na



<35

Lampiran Surat Tugas Inspektur Utama Setjen KPU

Nomor

Tanggal

)

—uJrl

W3

6§56 ( Pw 0V — ST /10 lw1ts

Daftar Nama Pejabat Struktural, Fungsional Auditor dan Fungsional Umum pada

Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU dalam Rangka Melaksanakan Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022 terhadap 65 (enam
puluh lima) satuan kerja KPU di Wilayah Aceh, Banten, Bengkulu, Maluku Utara,

Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Utara

No | Nama Pangkat Jabatan Peran Keterangan
) Pembina h
l M. Syahrizal Iskandar . Inspektur | Penanggung
: tama
NIP. 19720302 199203 1 001 Wilayah 1 Jawab
' Muda/ IV.c
g Dody Eka Marfindra Pembina / Auditor Pengendali
| NIP. 19820824 200912 1 003 IV.a Madya Teknis
Hotnida Agnes Isabella Penata Tk. | Auditor
Ketua Tim |
NIP. 19810404 201012 2 001 (111/d) Muda
’ Enuh Nugraha 5 Auditor
4, s Penata Tk. I Anggota Tim s
NIP. 19700612 200012 1 001 (111/d) Muda Satuan Kerja
I see KPU di
Diantini Ci ti S - Audi
lantini Citrawa - uditor ilave
5. Muda Tk. I Anggota Tim | vhayah
| NIP. 19930619 201903 2 005 — Pertama Aceh,
Tenata Banten, dan
Noviana Dyah Puspitarini ' Auditor Sul i |
6. ? Muda Tk. | Anggota Tim | v oo
- NIP. 19891130 201903 2 003 Pertama Utara
- (I11/b)
i Penata ‘
Dewy Yudhy Manggala P. . Auditor )
7. | Muda Tk. I Anggota Tim
NIP. 19911204 201903 2 007 Pertama
| (I11/b)
Obriend Poltak Siahaan k. 1 Auditor
8. | et Ketua Tim Il | Satuan Kerja
NIP. 19820209 200902 1 001 |  (ll/d) Muda
- KPU di
Penata :
Andum Nugroho Auditor Wilayah
9. Muda Tk. I Anggota Tim Maluk
NIP. 19951016 201903 1 005 Pertama alukn
(I1/b) Utara, NTT,
Penata
o, | Yoshi Putri Utami T - dan
¢ uda Tk. nggota Tim
NIP. 19881025 201903 2 006 bl Pertama £ Bengkulu
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-

Inspektur Utama,

Ut

Nanang Priyatna

‘-_ No Nama Pangkat ~ Jabatan Peran Keterangan |
- Auditor
ardoyo
11. g Penata Pelaksana | Anggota Tim
‘ NIP. 19741101 200902 1 002 | Muda (II1/a) .
Lanjutan
Putri Indah Y. Pengatur Auditor ,
12; Tk. I Anggota Tim
NIP. 19980704 202001 2 001 (11/d) Pelaksana
|
|
Jakarta, 'a > "0



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TUGAS

NOMOR: §9(/fw.02%~ ST/10/2023

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menilai perkembangan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan
KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota di
satuan kerja Wilayah [.1 maka diperlukan Evaluasi
Implementasi SAKIP terhadap KPU Provinsi/KIP Aceh dan
KPU/KIP Kabupaten/Kota di satuan kerja Wilayah 1.1,
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Surat Tugas Inspektur

Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara;

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum,

5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun
2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  (SAKIP).

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020



Kepada

Untuk

-2

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memberi Tugas

Pejabat Struktural, Fungsional Auditor dan Fungsional Umum

pada Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU sebagaimana

terlampir.

Melaksanakan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022

terhadap 65 (enam puluh lima) satuan Kkerja KPU/KIP di

Wilayah Aceh, Banten, Bengkulu, Maluku Utara, Nusa

Tenggara Timur dan Sulawesi Utara selama 5 (lima) hari kerja

dengan rincian sebagai berikut:

a. pelaksanaan evaluasi selama 3 (tiga) hari kerja mulai
tanggal 26 Juni sampai dengan tanggal sampai dengan
tanggal 3 Juli 2023 di Kantor Hayam Wuruk Lt. 3 No. 108,
Maphar, Jakarta Barat; dan

b. penyusunan laporan hasil evaluasi selama 2 (dua) hari
kerja mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023
di Kantor Hayam Wuruk Lt. 3 No. 108, Maphar, Jakarta
Barat.

Kepada nama-nama terscbut dilarang menerima segala

bentuk apapun baik berupa uang/hadiah/fee atau bentuk

lainnya vang tidak sah (tidak sesuai dengan ketentuan yang
berlaku);

Melaksanakan Surat Tugas ini dengan penuh tanggung

jawab;

4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Inspektur Utama.

Jakarta, 26¢ Jun: 2023
Inspektur Utama,

Apondy

Nanang Priyatna



Tanggal

B

Lampiran Surat Tugas Inspektur Utama Setjen KPU

Nomor

: kb

Jun‘.

. 596/Pw.02- ST/10/ 2023
2023

Daftar Nama Pejabat Struktural, Fungsional Auditor dan Fungsional Umum pada
Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal KPU/KIP dalam Rangka Melaksanakan
Perpanjangan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 terhadap 65 (enam puluh
lima) satuan kerja KPU di Wilayah Aceh, Banten, Bengkulu, Maluku Utara, Nusa

Tenggara Timur dan Sulawesi Utara

No | Nama i Pangkat_h_ir Jabatan Peran Keterangan
Pembina
: M. Syahrizal Iskandar i Inspektur | Penanggung
[ L tama
: NIP. 19720302 199203 1 001 Wilayah 1 Jawab
! Muda/ IV.c
- gL ! =
| 7 Dody Eka Marfindra Pembina / | Auditor Pengendali
| NIP. 19820824 200912 1 003 IV.a | Madya Teknis
| ]
| Hotnida Agnes Isabella | Penata Tk. I Auditor )
3. 1 Ketua Tim |
i NIP. 19810404 201012 2 001 (I11/d) Muda
| T =
Enuh Nugraha Auditor
! 4. ] e Penata Tk. | Anggota Tim |
'l | NIP. 19700612 200012 1 001 (1r/d) Muda
Penata ) ]
Diantini Citrawati S. Auditor .
5. Muda Tk. I Anggota Tim
NIP. 19930619 201903 2 005 Pertama
(/D) Wilayah KPU
Penata i sat
| 6 Noviana Dyah Puspitarini I— Auditor T di’'satuan
| 6. uda Tk. n i ; ;
| NIP. 19891130 201903 2 003 | Pertama BN WIlER
| /b Aeeh,
|
Penata | . Banten, d
Dewy Yudhy Manggala P. Auditor : anEhean
7. | Muda Tk. | Anggota Tim Sulawesi
| NIP. 19911204 201903 2 007 Pertama
| (111/b) Utara
| Aisvah Fadila Widya Pengatur | Fungsional )
8. Anggota Tim
NIP. 20000321 202201 2 001 (II/C) Umum
Alifia Rizka Mutiari Pengatur Fungsional
9. i e Mutan & £ Anggota Tim
NIP. 20000122 202201 2 001 (I1/C) Umum ]
Bima Priyo A Pengatur Fungsional : ‘
10. Anggota Tim
| NIP. 20000623 202201 1 001 (11/C) ' Umum |
| S | | | |




i
! No Nama | Pangkat Jabatan Peran Keterangan |
| i Chelsea Berlian R. R Pengatur | Fungsional .
| NIP. 19990920 202201 2 002 (11/C) Umum ATt Tin
5 Obriend Poltak Siahaan Penata Tk. 1- Auditor
7 | NIP. 19820209 200902 1 001 (I1/d) M, ) e
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15. Penata Pelaksana | Anggota Tim SHp hage
NIP. 19741101 200902 1 002 | Muda (Ill/a) ) Maluku
Lanjutan
L = Utara, NTT,
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i9 ea May Y . Pengatur g Anggota Tim
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’ Unit/Satker
No Komponen/Sub Komponen/Kriteria Bobot : Catatan
Jawaban Nilai

Telah lenjadi peningkatlan implementasi SAKIP dengan melaksanakan . s .
2 |tindak lanjut atas rerkomendasi hasil evaluasi akuntablitas Kinerja Laporan Kinerja belum dilakukan tahun sebelumnya dan belum ada lindak tanjut
alas evaluasi
_[intemal. S IS SUSS— S S e—
- Laporan e-monav yang belum memual larget kinerja, realisasi, hambatan dan
3 Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Inlernal telah dimanfaatkan untuk rekomendasi,
perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja - Telah dilaksanakan Rapat Rutin dan Pleno yang dihadin oleh Ketua, Anggota,
Sekretans terkait monitoring dan evaluasi kegialan yang telah dilaksanakan
f—— - ——e e e = s R PR
4 Hasil dani Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intemal telah dimanfaatkan belum ada hasil analisis efisiensi anggaran lerhadap ketercapaian output baik dar
dalam mendukung efeklilitas dan elisiensi kinerja. segi kualilas maupun kuantitas
Telah lerjadi perbalkan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan o = ;
5 hasll ovaluas! ok itas kinerja infernal. belum ada perbalkan dan peningkatan kinerja berdasarkan hasll evaluasi AKIP

Jakara, 12 Jull 2023
Tim Eval i AKIP | ktorat Utama Setjen KPU

L

Ketua Tim,

NIP. 19810404 201012 2 001

Anggota Tim,

Yudhy M. la Putri
NIP. 19750501 200902 1 003 NIP. 19911204 201903 2 007

Anggota Tim,

NIP. 20000321 202201 2 001
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